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1. Pendahuluan

Bencana (disasters), dalam bentuk bencana alam (natural disaters) seperti angin ribut
(puting beliung), gempa bumi, tsunami, banjir, atau kekeringan dapat terjadi kapan saja
dan di mana saja tanpa peringatan (without warning) sebelumnya. Bencana yang
ditimbulkan oleh aktivitas manusia (man-made disasters) seperti peperangan, kebakaran,
dampak penebangan dan pembakaran hutan, konflik sosial, serta kegagalan teknologi
(runtuhnya bangunan, jebolnya bendungan, kebocoran nuklir, pencemaran), juga tak
kalah frekuensi kejadiannya. Setiap tahun, jutaan penduduk baik di negara maju maupun
di negara berkembang menghadapi bencana-bencana ini dengan berbagai konsekuensinya.
Hampir di setiap negara, terutama di negara maju, telah memiliki lembaga penanganan
kedaruratan (emergency agencies) yang bertugas untuk merespons dan mengatasi
dampak bencana-bencana tersebut. Lembaga-lembaga ini bekerja untuk mengatasi risiko,
memperkuat sistem pelayanan (support system), dan membantu penduduk dan komunitas
mereka membuat persiapan dalam mengatasi bencana, tanpa memperhatikan
penyebabnya — apakah bencana alam atau akibat perbuatan manusia.

Pelayanan kedaruratan tersebut umumnya dikelola oleh lembaga-lembaga negara di
tingkat federal atau nasional, seperti yang terdapat di Kanada (Emergency Preparedness
Canada), Amerika Serikat (Federal Emergency Management Agency), dan Australia
(Emergency Management Australia). Lembaga-lembaga ini berperan dalam
mengkoordinasikan upaya-upaya dari seluruh lembaga dan departemen federal (nasional)
dalam menghadapi konsekuensi suatu bencana, meliputi pencarian dan penyelamatan
(search and rescue), pengadaan dan pendistribusian bahan pangan, air bersih, perumahan,
enerji listrik, serta berbagai kebutuhan dasar manusia lainnya (Fox et al., 2000).

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang sering terkena bencana alam,
seperti gempa bumi, gempa bumi dan tsunami, letusan gunung api, tanah longsor, banjir,
banjir dan tanah longsor, angin topan, dan gelombang pasang/abrasi. Bencana yang
disebabkan oleh faktor geologis (gempa bumi dan tsunami) merupakan yang paling
sering terjadi di Indonesia karena terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik dunia.
Gempa bumi yang tercatat dengan kekuatan lebih dari 5.0 skala Richter terjadi di 62
daerah di Indonesia dengan total frekuensi mencapai 226 kali selama tahun 2005
(Lampiran 1) (BPS, 2006). Berdasarkan pulaunya, gempa bumi tersering terdapat di
Pulau Sumatera; sedangkan berdasarkan daerah, Banda Aceh merupakan daerah yang
paling sering terkena gempa dengan frekuensi total mencapai 60 kali selama tahun 2005.
Bencana alam yang paling dahsyat dampaknya terhadap kemanusiaan adalah gempa
bumi dan tsunami yang terjadi di Nangroe Aceh Darussalam dan sekitarnya pada akhir
tahun 2004. Ma’arif (2008) mengungkapkan bahwa tingkat kerusakan dan korban jiwa
yang disebabkan bencana alam terus mengalami peningkatan. Selama periode 2002 —
2007, jumlah korban jiwa tercatat 178.483 jiwa, dan 97% dari korban tersebut meninggal
akibat gempa bumi dan tsunami.

Dengan intensitas bencana yang semakin meningkat dan kompleks, maka diperlukan
adanya lembaga kedaruratan yang profesional dalam menghadapi bencana dengan segala
konsekuensinya. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang penanggulangan
bencana (Undang-Undang nomor 24 tahun 2007) pada tanggal 26 April 2007, maka
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lahirlah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang merupakan Lembaga
Pemerintah Non-Departemen setingkat menteri, yang berperan sebagai pengarah dan
pelaksana penanggulangan bencana. Dengan adanya lembaga ini, maka secara sistemik
mulailah dibangun disaster management systems di Indonesia. Masyarakat tentu
menaruh banyak harapan terhadap BNPB dalam menangani berbagai bencana secara
profesional di seluruh Indonesia.

Dalam rangka pemulihan kondisi masyarakat dari dampak suatu bencana, pemerintah
berkewajiban untuk mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dari APBN
dalam bentuk dana siap pakai secara memadai (pasal 6). Namun, untuk dapat menentukan
jumlah dana yang dibutuhkan untuk suatu bencana, diperlukan informasi mengenai
perkiraan kerugian (loss estimate) yang ditimbulkan dari bencana tersebut. Yang lebih
penting lagi adalah, karena bencana-bencana tersebut terjadi sepanjang tahun, maka akan
lebih baik apabila perencanaan pembangunan yang diimplementasikan di Indonesia
sudah mempertimbangkan kondisi risiko-risiko bencana.

Berdasarkan kondisi-kondisi di atas, tujuan dari paper adalah untuk membahas: pertama,
pendekatan ekonomi dalam menduga nilai kehilangan dari suatu bencana (disaster losses).
Kedua, melakukan comparative studies terhadap kebijakan ad-hoc dan pendekatan dari
beberapa lembaga kedaruratan asing dalam mengatasi bencana. Ketiga, membahas
perlunya pengembangan perencanaan pembangunan berbasis risiko bencana.

2. Penilaian Ekonomi terhadap Kerugian Bencana

Kerugian bencana dapat dikategorikan menjadi dua, yakni kerugian langsung dan tak-
langsung (direct and indirect losses), yang kemudian dapat di-sub-kategorikan menjadi
kerugian tangible dan intangible atau non-market. Pembedaan kerugian menjadi tangible
dan intangible ini didasarkan pada apakah kerugian tersebut dapat (atau tidak dapat)
dinilai atas dasar pendekatan ekonomi konvensional. Pendekatan market and non-market
valuation (penilaian pasar dan bukan-pasar) digunakan dalam mengukur besarnya biaya
atas suatu bencana. Market valuation digunakan untuk mengukur biaya-biaya kerusakan
yang nilai ekonominya dapat diukur secara langsung, karena obyek yang terkena dampak
bencana tersebut diperdagangkan di dalam sistem pasar; sedangkan non-market valuation
digunakan dalam mengukur infangible damages, dimana obyek tersebut tidak
diperdagangkan dalam suatu sistem pasar. Pengertian dari kerugian-kerugian langsung
dan tak langsung tersebut adalah sebagai berikut (Handmer and Thompson, 1996):

e Direct Losses (kerugian langsung) merupakan kerusakan fisik yang diakibatkan
bencana, seperti kerusakan pada capital dan stocks (pabrik-pabrik industri,
tanaman pertanian, pergudangan, dll), infrastruktur ekonomi (jalan, sistem
perlistrikan, air minum, dIl), dan infrastruktur sosial (rumah, sekolah, dll).
Kerugian semacam ini yang paling umum dan terkadang yang paling besar
nilainya. Untuk mengevaluasi nilai kerugian seperti ini umumnya digunakan
prinsip-prinsip ekonomi yang relatif sederhana, misalnya menduga nilai ekonomi
dari sumberdaya yang hilang (the economic value of resources lost)

e Indirect Losses (kerugian tak-langsung) timbul sebagai konsekuensi dampak fisik
dari suatu bencana, misalnya gangguan transportasi ketika jalan terendam banjir,
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atau penurunan nilai produksi dari suatu pabrik yang terkena bencana. Satu
kategori penting dari kerugian tak-langsung adalah potensi dampak finansial dari
bencana, seperti biaya pembangunan ulang. Dampak tak-langsung ini bisa sangat
besar dan relatif kompleks untuk dievaluasi. Dalam hal ini, perlu kehati-hatian
untuk menghindari double counting (penghitungan ganda) dari kerugian yang
telah diklasifikasikan sebagai direct losses.

e [Intangible atau Non-market impacts (dampak intangible atau bukan-pasar)
mengidentifikasikan pengaruh langsung maupun tak-langsung yang belum
memiliki metode evaluasi yang umum. Metode evaluasi dampak bisa jadi sulit
diimplementasikan, memerlukan eksperimen, atau sulit diterima dari aspek
ekonomi. Sulit dalam perhitungan, bukan berarti bahwa hal tersebut menjadi
tidak penting. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya khusus untuk
mengevaluasi nilai intangible ini.

o Direct intangible losses dapat meliputi kematian, kerusakan artefak
budaya, atau personal memorabilia

o Indirect intangible losses dapat meliputi kematian atau sakit yang
disebabkan oleh stress akibat kejadian bencana, dampak lingkungan, atau
terhentinya proses pendidikan.

Penilaian dampak langsung dan tak langsung bencana sebagaimana klasifikasi di atas
disampaikan pada Tabel 1.

Contingent valuation method (CVM) biasanya digunakan dalam memperkirakan nilai
bencana terhadap barang-barang yang termasuk ke dalam kategori non-market goods.
Pendekatan non-market valuation ini lebih rumit dibandingkan dengan pendekatan nilai
pasar (market valuation method). Pendekatan ini disebut contingent (tergantung), karena
pada praktiknya informasi yang diperoleh sangat tergantung pada hipotesis yang
dibangun. Pendekatan CVM secara teknis dapat dilakukan melalui dua cara: (1) dengan
tenik eksperimental melalui simulasi dan permainan, dan (2) dengan teknik survei.

Metode perkiraan kerugian sebagaimana dikemukakan dalam Tabel 1 secara teori sangat
ideal. Akan tetapi, dalam praktiknya sangat jarang diaplikasikan secara integral. Dalam
kasus terjadinya bencana alam, dimana kompensasi pemerintah akan dibayarkan kepada
para korban, belum pernah ada satu studi pun yang dilakukan untuk memperkirakan
besarnya kerugian yang didasarkan pada kedua pendekatan tersebut, market dan non-
market. Dalam hal ini, sebagian besar pemerintah mendasarkan perhitungannya hanya
pada kerugian nyata untuk marketed goods. Salah satu contoh estimasi kerugian bencana
yang mengaplikasikan kedua metode tersebut dapat ditemukan pada kasus kebakaran
hutan di Indonesia tahun 1997 (EEPSEA and WWF, 1998), namun tidak ada kompensasi
yang dibayarkan.



Tabel 1. Penilaian Dampak Langsung dan Tidak Langsung Bencana

Pengukuran | Kehilangan Langsung Kehilangan Tak-langsung
Pasar e Kerusakan pada struktur ¢ Kehilangan nilai tambah karena
(Market) bangunan dan isinya tidak berjalannya industri,

e Kerusakan pada kendaraan

e Kerusakan pada bangunan
publik dan isinya

e Kerusakan pada infrastruktur

e Kehilangan ternak

e Kehilangan pada tanaman &
pepohonan

¢ Biaya pembersihan

perdagangan eceran, distribusi,
dan jasa

® Peningkatan biaya dalam
mempertahankan produksi dan
pelayanan

¢ Peningkatan biaya dalam
penyelenggaraan alternatif
layanan publik

¢ Peningkatan biaya perjalanan dan
transportasi

e Tambahan biaya terkait dengan
layanan kedaruratan selama
terjadi bencana

Bukan Pasar
(Non-market)

e Kematian dan kecelakaan akibat
banjir

e Kehilangan barang-barang
bersejarah

e Kerusakan pada situs-situs
budaya dan peninggalan sejarah

e Kerusakan ekologis

e Kehilangan plasma nutfah

¢ Gangguan kehidupan selama
evakuasi

e Sakit dan kematian yang
diakibatkan stress

¢ Trauma

¢ Hilangnya komunitas

¢ Non-use values dari kehilangan
situs bersejarah dan lingkungan

e Perubahan kondisi air

Source: Handmer and Thompson (1996)

Ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi ketika melakukan penilaian kerugian ekonomi
atas suatu bencana. Suatu assessment yang baik haruslah jelas dan mencakup prinsip-
prinsip sebagai berikut:
e Hitung kerugian bencana yang diderita semua komponen masyarakat (all
members of the society), bukan kerugian individual perusahaan dan rumahtangga
e Gunakan harga pasar (market prices) untuk menggambarkan nilai sebenarnya
(true value) bagi masyarakat dan gunakan penyesuaian-penyesuaian ketika
terdapat pajak, subsidi, atau lainnya
e Wilayah yang dinilai kerugian ekonominya harus memiliki batas-batas yang jelas
Gunakan pendekatan with and without disaster (perbandingan kondisi ketika
bencana itu terjadi dan tidak terjadi) dan bukan before and after disaster
(perbandingan kondisi sebelum dan setelah bencana).




3. Kebijakan Ad-hoc dan Pendekatan Lembaga Kedaruratan Asing dalam
Mengatasi Bencana

Negara-negara maju telah memiliki lembaga penanganan kedaruratan (national
emergency managment agency) yang bertugas dalam merespons berbagai kondisi darurat
akibat bencana. Untuk melihat bagaimana kebijakan yang ditetapkan oleh masing-
masing negara dalam menangani kondisi darurat tersebut, berikut akan dievaluasi
kebijakan-kebijakan ad-hoc yang dilakukan oleh lembaga kedaruratan di Kanada,
Amerika dan Australia. Review ini dapat dijadikan pelajaran bagi BNPB dalam
menyempurnakan program-program yang perlu dilaksanakannya.

3.1 Kanada — Emergency Preparedness Canada

Emergency Preparedness Canada (EPC) merupakan lembaga pemerintah federal yang
berada di dalam Departemen Pertahanan Nasional yang memegang peran utama di dalam
pengembangan dan pengendalian kedaruratan di seluruh wilayah Kanada. Misi dari EPC
adalah “to safeguard lives and reduce damage to property by fostering better
preparedness for emergency in Canada”. EPC merupakan “linchpin” (pengait) antara
upaya-upaya penanganan kedaruratan di tingkat federal, pemerintah provinsi (teritori)
dan kota. Untuk mendukung fungsi tersebut, maka dibentuk regional office (kantor
wilayah) di masing-masing ibukota provinsi, yang berperan dalam mengidentifikasikan
potensi kedaruratan yang signifikan, mengkoordinasikan operasional kedaruratan, dan
mengurangi efek dari suatu bencana di wilayahnya (Fox et al., 2000).

Dalam mengembangkan perannya, EPC memiliki dua program, yakni: Joint Emergency
Preparedness Program (JEPP) dan Disaster Financial Assistance Arrangements (DFAA).
JEPP merupakan program konsultansi dan kerjasama antara pemerintah federal dan
provinsi/teritori untuk melaksanakan atau berkontribusi terhadap proyek-proyek yang
mendukung pengembangan kapabilitas lembaga dalam penanganan bencana secara
memadai dan seragam di seluruh provinsi. Program ini didanai oleh pemerintah federal
dan provinsi secara bersama-sama.

Program DFAA merupakan bantuan finansial pemerintah federal terhadap pemerintah
provinsi/teritori untuk membantu mereka menutupi biaya-biaya response dan recovery
ketika pengeluaran untuk hal tersebut melampaui kapasitas finansial pemerintah
provinsi/teritori. Bantuan pemerintah federal dibayarkan kepada pemerintah
provinsi/teritori, dan bukan kepada individual atau komunitas. Bantuan ini mulai berlaku
ketika pengeluaran provinsi telah melewati rata-rata $1 per kapita. Formula cost-sharing
dalam program DFAA tersebut bersifat progresif bagi pemerintah federal. Formula cost-
sharing antara pemerintah provinsi/teritori dan federal adalah sebagai berikut:

Pengeluaran Pemerintah Provinsi Bagian Pemerintah Federal
$1 pertama per kapita tidak ada

$2 berikutnya per kapita 50%

$2 berikutnya per kapita 75%

$ Selanjutnya 90%



Disamping kedua program tersebut, EPC juga mengadakan program-program pendidikan
dan pelatihan bagi staf lembaga kedaruratan di tingkat provinsi/teritori dan kota; serta
program penyebarluasan informasi publik mengenai koordinasi penanganan kedaruratan.

3.2 Amerika - Federal Emergency Management Agency

Federal Emergency Management Agency (FEMA) merupakan lembaga independen dari
pemerintah federal AS, yang bertanggung jawab kepada Presiden, yang bekerja untuk
mengurangi risiko, memperkuat sistem pendukung (support systems), dan membantu
masyarakat dan komunitas dalam mempersiapkan dan menanggulangi bencana alam dan
bencana akibat aktivitas manusia. Misi dari FEMA adalah “fo reduce loss of life and
property and protect our nation’s critical infrastructure from all types of hazards through
a comprehensive, risk-based, emergency management program of mitigation,
preparedness, response and recovery”.

Ada dua jenis bantuan yang diadministrasikan oleh FEMA, yaitu: program bantuan
individual (individual assistance program) dan program bantuan publik (public
assistance program). Program yang pertama bertujuan untuk membantu masyarakat dan
pebisnis yang tertimpa bencana agar mereka mampu berdiri kembali di atas
kemampuannya sendiri. Program kedua menyediakan suplemen bantuan bencana federal
(supplemental federal disaster grant assistance) untuk membantu state dan pemerintah
local, serta lembaga swadaya masyarakat dapat pulih dari bencana.

3.3 Australia — Emergency Management Australia

Emergency Management Australia (EMA) berada di bawah Departemen Pertahanan
Australia. EMA bertanggung jawab dalam pengembangan kebijakan, rencana, dan
program penanggulangan kedaruratan di tingkat Pemerintah Persemakmuran dan nasional
dan untuk mengkoordinasikan agen-agen negara persemakmuran dalam membantu state
dan teritory ketika dilanda bencana, ketika mereka tidak mampu mengatasi situasi yang
ada. EMA menjalankan dan memanfaatkan empat perencanaan pemeritah
persemakmuran, yakni:

o Commonwealth Government Disaster Response Plan — mengkoordinasikan
provisi bantuan fisik ketika terjadi bencana di Australia dan teritorinya

e Australian Overseas Assistance Plan — untuk mengkoordinasikan provisi bantuan
kedaruratan Australia ketika terjadi bencana di luar negeri

e Australian Contingency Plan Radioactive Space Re-entry Debris — untuk
mengkoordinasikan dan mengontrol kegiatan-kegiatan lembaga-lembaga
persemakmuran dalam mendukung Otoritas State/Teritori menemukan dan
menghilangkan radioaktif dari reruntuhan benda luar-angkasa, dan memonitor
serta menetralisir kontaminasi radioaktif tersebut.

e  Commonwealth Government Reception Plan — untuk mengkoordinasikan provisi
dari bantuan pemerintah persemakmuran untuk mengoperasikan penerimaan
penduduk yang dievakuasikan ke Australia akibat suatu kejadian tertentu di luar
negeri



4. Pengembangan Perencanaan Pembangunan Berbasis Risiko Bencana

4.1 Keterkaitan antara Pembangunan dan Risiko Bencana

Bencana, baik alami maupun yang disebabkan oleh dampak aktivitas manusia, memiliki
koneksitas yang erat dengan proses pembangunan manusia. Bencana yang ditimbulkan
oleh kedua hal tersebut menimbulkan risiko-risiko dalam pembangunan. Pada saat yang
sama, pilihan-pilihan pembangunan yang dibuat oleh individual, komunitas maupun
negara sebenarnya dapat mengarah pada ketidakmerataan distribusi risiko.

UNDP (2004) menganalisis keterkaitan antara pembangunan dan risiko bencana alam
selama periode 1980 dan 2000. Hasil analisis menunjukkan bahwa: (1) bencana alam
telah merenggut rata-rata lebih dari 184 kematian per hari, (2) hanya sekitar 11% bencana
alam terjadi di negara-negara kurang berkembang (LDCs), namun hal tersebut telah
menimbulkan 53% dari total kematian. Dengan demikian, terdapat hubungan yang erat
antara risiko bencana dan tingkat pembangunan suatu negara. Akan tetapi, risiko dan
dampak bencana menunjukkan kecenderungan yang kian meningkat dalam periode
pertumbuhan ekonomi global seperti saat ini. Dengan demikian, perlu pengalokasian
sebagian surplus ekonomi dari program pembangunan untuk mengurangi pertumbuhan
risiko bencana. Kondisi ini mengimplikasikan perlunya kerjasama antara dua pihak dari
komunitas: para perencana pembangunan (development planners) dan para praktisi
penekan (pengendali) risiko bencana (disaster risk reduction practitioners).

UNDP (2004) mencoba melihat keterkaitan antara pembangunan dan risiko bencana.
Dalam hal ini pembangunan (sumberdaya) manusia dibedakan menjadi pembangunan
sosial dan ekonomi. Pembangunan sosial (social development) mencakup asset sosial
serta infrastruktur kesehatan dan pendidikan. Pembangunan ekonomi (economic
development) berkenaan dengan aspek produksi ekonomi dan infrastruktur penunjangnya,
seperti jaringan transportasi untuk distribusi dan pemasaran.

Hubungan antara pembangunan (sosial dan ekonomi) dan risiko bencana sebagaimana
disebutkan di atas dapat diklasifikasikan menjadi enam komponen sebagaimana disajikan
pada Tabel 2. Dalam hal ini, keterkaitan-keterkaitan tersebut masih bersifat potensial,
sehingga keterkaitan keduanya dapat dinyatakan dengan pertanyaan-pertanyaan berikut:
(1) Disasters limit economic development?, (2) Disasters limit social development?, (3)
Economic development increases disaster risk?, (4) Social development increases
disaster risk?, (5) Economic development reduces disaster risk?, dan (6) Social
development reduces disaster risk?

4.2 Perencanaan Pembangunan berbasis Risiko Bencana

Pengalaman yang terjadi di berbagai negara yang sering dilanda bencana mengisyaratkan
perlunya memasukkan faktor risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan. Dari
pengalaman tersebut dapat dikemukakan bahwa pembangunan yang tidak tepat bahkan
mengarah pada peningkatan risiko bencana itu sendiri. Terkait dengan masalah ini,
UNDP (2004) telah mengemukakan beberapa conceptual tools:



Table 2. Relationships between Development and Disaster Risk

Statement

Economic development

Social development

Disaster limits

Destruction of fixed assets. Loss of

Destruction of health or education

development production of capacity, market infrastructure and personnel. Death,
access or material inputs. Damage to | disablement or migration of key
transport, communications or energy | social actors leading to an erosion of
infrastructure. Erosion of social capital
livelihoods, saving and physical
capital

Development Unsustainable development Development paths generating

causes disaster
risk

practices that create wealth for some
at the expense of unsafe working or
living conditions for others or
degrade the environment

cultural norms that promote social
isolation or political exclusion

Development
reduces disaster
risk

Access to adequate drinking water,
food, waste management and a
secure dwelling increases people’s
resiliency. Trade and technology
can reduce poverty. Investing in
financial mechanisms and social
security can cushion against
vulnerability

Building community cohesion,
recognizing excluded individuals or
social groups (such as women), and
providing opportunities for greater
involvement in decision-making,
enhanced educational and health
capacity increases resiliency

Source: UNDP (2004)

The history of international development underlies the disaster risk of today.
Akar masalah risiko bencana dapat dilihat dari sejarah pengambilan keputusan
pembangunan. Pembangunan kota-kota besar (seperti Dhaka, Mombassa, Manila,
Mexico city, San Salvador) banyak dilakukan di daerah-daerah yang rawan
bencana, seperti gempa bumi, banjir, dan cyclones.

Decisions taken today will configure disaster risk in the future. Pengambilan
keputusan pembangunan saat sekarang akan mempengaruhi risiko bencana yang
mungkin akan dihadapi oleh generasi masa datang.

Population movements are changing the context of disaster risk. Migrasi
besar-besaran dari perdesaan ke perkotaan telah mengakibatkan munculnya
lingkungan kumuh, yang berlokasi pada lahan-lahan yang tidak aman namun
dibangun dengan teknik konstruksi yang tidak memadai. Marjinalisasi pertanian
telah memaksa sebagian masyarakat miskin untuk memanfaatkan lahan-lahan
yang tidak aman dan tidak subur.

Development processes modify natural hazards. Kecenderungan pembangunan
kontemporer telah meningkatkan risiko bencana. Misalnya, konversi lahan
mangrove menjadi tambak udang telah meningkatkan risiko erosi pantai dan
hilangnya daya tahan wilayah terhadap gelombang laut.

Everyday life is made up of everyday hazards. Risiko yang dihadapi
masyarakat dalam kehidupan mereka sehari-hari (misalnya sanitasi buruk,
malnutrisi, pengangguran) cenderung akan mengabaikan keberadaan dan potensi
risiko bencana yang lebih besar di kemudian hari.



¢ Risk accumulates before being released in a disaster. Risiko (bahaya) yang
dihadapi sehari-hari akan mengakumulasikan risiko-risiko bencana dan dapat
meletus ketika terjadi suatu bencana tertentu.

¢ Large disasters are made up of many small disasters. Bencana besar umunya
terbentuk dari bencana yang lebih kecil. Misalnya, hurricane dapat menimbulkan
banjir dan tanah longsor.

Memperhatikan kondisi-kondisi di atas, maka dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
manusia (human welfare) perlu memasukkan upaya-upaya penurunan risiko bencana ke
dalam perencanaan pembangunan yang terintegrasi. Untuk mengimplementasikan hal ini,
maka perubahan kebijakan pembangunan yang berbasisikan bencana perlu diadvokasikan.
Mengingat integrated development planning bersifat multisektoral, maka diperlukan
pendekatan multisektor dalam perencanaan pembangunan. Dalam hal ini, upaya-upaya
pembangunan ekonomi dan sosial harus dikaitkan dengan kebutuhan masyarakat, serta
masalah dan peluang terkait dengan pemanfaatan sumberdaya alam. Elemen kunci dari
hal ini adalah pengembangan investasi pada proyek-proyek yang ditujukan dalam
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena proyek-proyek tersebut memiliki siklus,
maka pengintegrasian risiko bencana tersebut harus dilibatkan pada setiap tahapan proyek.
Proses pengintegrasian risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan disajikan
pada Gambar 1.

Dalam konteks Indonesia, integrated development planning yang mengintegrasikan risiko
bencana belum ada, sehingga perlu diimplementasikan dan diikuti dengan sistem
koordinasi yang efektif. Sistem demikian memiliki beberapa kelebihan, antara lain:

® Pengintegrasian vulnerability reduction components dalam suatu perencanaan
pembangunan dapat meningkatkan rasio manfaat-biaya dari proyek secara
keseluruhan apabila perhatian terhadap risiko diikutsertakan di dalam evaluasi.

e Aktivitas bersama akan meningkatkan efisiensi penggunaan dana dan data.
Misalnya, GIS yang disiapkan untuk tujuan pengelolaan bencana dapat digunakan
untuk perencanaan pembangunan secara umum.

® Biaya dari pengurangan risiko bencana akan menurun ketika formulasi proyek
sejak awal telah memasukkan faktor risiko dari pada memodifikasi proyek
dikemudian hari sebagai respons atas hasil analisis dampak bencana (hazard
impact analysis)

e Pertukaran informasi antara perencana pembangunan dan lembaga
penanggulangan bencana (BNPB) dapat memperkuat pekerjaan pihak pertama
dan akan meningkatkan kesiagaan pihak kedua terhadap risiko-risiko bencana
potensial.

e Pengintegrasian upaya penekanan risiko bencana ke dalam perencanaan
pembangunan dapat meningkatkan resilience kelompok masyarakat yang tidak
mampu untuk mengupayakan usaha-usaha penekanan risiko bencana sebagai
suatu aktivitas tersendiri.



5. Penutup

Economic valuation method dalam pendugaan nilai kerugian material dan non-material
akibat bencana dapat digunakan untuk seluruh jenis bencana. Kerugian-kerugian akibat
suatu bencana dapat dikategorikan sebagai kerugian langsung dan tidak langsung yang
dapat diukur dengan menggunakan pendekatan pasar dan non-pasar.

Perencanaan pembangunan terintegrasi dengan memasukkan faktor risiko harus
diinkorporasikan pada setiap tahap perencanaan proyek investasi. Dalam melaksanakan
perencanaan terintegrasi ini, diperlukan adanya koordinasi yang baik antara para
perencana pembangunan di setiap level pemerintahan dengan para praktisi
penanggulangan bencana (yang ada di bawah BNPB). Dengan demikian, mereka dapat
beroperasi lebih efektif dalam koordinasi, karena keduanya memiliki tujuan yang sama,
yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengefisiensikan investasi yang
dilaksanakan.

Pembangunan berkelanjutan tidaklah mungkin direalisasikan tanpa memasukkan faktor
risiko bencana ke dalam program-program pembangunan. Tujuan pembangunan
berkelanjutan juga dapat dikoordinasikan di dalam proses pemulihan bencana sehingga
mampu meningkatkan potensi individu dan komunitas dalam memperbaiki situasi
sebelum kejadian bencana, dibandingkan dengan program-program perbaikan situasi
sebagaimana terjadi sebelumnya.
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Gambar 1. Integrated Development Planning Process berbasis Risiko Bencana
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Lampiran 1. Sebaran Lokasi dan Kekuatan Gempa Bumi Berkekuatan Lebih dari
5.0 Skala Richter di Indonesia Selama Tahun 2005

No | Daerah Frekuensi Kekuatan Gempa
1 | Banda Aceh 60 5.0-8.7
2 | Meulaboh 3 53-59
3 | P. Simeuleu 7 5.0-6.0
4 | Medan 2 5.4-6.2
5 | Takengon 1 5.2

6 | Nias 5 50-6.2
7 | Sibolga 4 5.6-6.8
8 | Padang 13 5.0-6.9
9 | Pesisir Selatan 1 5.3
10 | Pariaman 1 5.8

11 | Padang Panjang 5 5.1-5.8
12 | Padang Sidempuan 2 5.1

13 | Gunung Sitoli 22 5.0-6.0
14 | Teluk Dalam 7 5.0-5.5
15 | Singkil 1 5.7

16 | Tapaktuan 1 5.1

17 | Muarasigep 1 5.0

18 | Bengkulu 1 5.5

19 | Kepahiang 1 5.0
20 | Krui 2 53-6.6
21 | Liwa 1 5.6
22 | Jakarta 2 5.5-5.7
23 | Ujung Kulon 1 5.5
24 | Bogor 1 5.0
25 | Bandung 5 5.0-5.5
26 | Garut 1 5.1
27 | Curup 1 5.6
28 | Pandeglang 1 5.5
29 | Pelabuhan Ratu 2 50-54
30 | Purwakarta 1 5.5

31 | Cilacap 1 5.4
32 | Karangkates 4 5.0-5.6
33 | Yogyakarta 1 5.5
34 | Sawahan 1 5.4
35 | Malang 1 5.5
36 | Denpasar 2 5.0-5.1
37 | Karang Asem 2 5.0-54
38 | Mataram 3 5.1-5.5
39 | Singaraja 1 5.0
40 | Sumbawa Besar 4 5.3-5.7
41 | Dompu 1 5.0
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42 | Kupang 1 5.6
43 | Alor 1 6.0
44 | Waingapu 1 5.0
45 | Manado 11 52-6.9
46 | Gorontalo 2 51-5.6
47 | Tondano 2 55-5.7
48 | Tahuna 1 5.1
49 | Talaud 1 6.2
50 | Bitung 2 5.5-5.38
51 | Palu 4 53-6.2
52 | Naha 1 5.2
53 | Makasar 2 52-6.9
54 | Ambon 3 57-6.6
55 | P. Seram 1 5.5
56 | Ternate 2 52
57 | Namlea 1 5.7
58 | Bula 1 5.1
59 | Manokwari 2 5.1-53
60 | Jayapura 1 5.7
61 | Nabire 1 5.0
62 | Wamena 2 53-6.0

Sumber: BPS (2006). Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2005 (diolah).
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